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SALINAN 

 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  24 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KENDARAAN UMUM 

PERDESAAN DI KABUPATEN PEKALONGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, 

bahwa penetapan harga BBM dilakukan setiap 1 (satu) 

bulan sekali dan apabila dianggap perlu dapat lebih dari 1 

(satu) kali dalam setiap bulan, oleh karena itu perlu 

diadakan penyesuaian tarif angkutan umum Perdesaan di 

wilayah Kabupaten Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan 

Kendaraan Umum Perdesaan Di Kabupaten Pekalongan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  5025); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 28); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260); 

10. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan 

Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 399); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual 

Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual 

Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 7); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 1); 

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Tarif Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di 

Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan 

Kendaraan Umum Perdesaan di Kabupaten Pekalongan 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 34 Tahun 

2014); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN  BUPATI PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 

2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN KENDARAAN UMUM 
PERDESAAN DI KABUPATEN PEKALONGAN. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Kendaraan Umum 

Perdesaan di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Tarif Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di 

Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014), diubah untuk kedua 

kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 3 

 

Tarif Angkutan kendaraan umum perdesaaan di wilayah 

Kabupaten Pekalongan dengan mobil kapasitas tempat 

duduk 12 (duabelas) orang ditentukan dengan tarif dasar 

batas atas sebesar Rp 258,00/pnp-km (dua ratus lima 

puluh delapan rupiah per penumpang per kilometer) dan 

tarif batas bawah sebesar Rp183,00/pnp-km (seratus 

delapan puluh tiga rupiah per penumpang per kilometer). 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 
Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 24 Juni 2016 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

TTD 
 

AMAT ANTONO 

 
Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 24 Juni 2016 

 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
 

TTD 
 

MUKAROMAH SYAKOER 

 
 

     BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 24 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 
ENDANG MURDININGRUM, SH. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19631005 199208 2 001 
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